
 

 
 

 

 

 
 
 

PERATURAN BUPATI BREBES 

NOMOR 45 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BREBES, 

 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 

Kabupaten Brebes Nomor ... Tahun 2019 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Brebes Tahun Anggaran 2018; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang    Nomor 17  Tahun   2003    tentang    Keuangan 

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 



 

 
 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 



 

 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang  Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2011  Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan    Daerah     (Lembaran     Negara    Republik  Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 



 

 
 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1425); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Brebes Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Brebes Tahun 2017 Nomor 11); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun  2018 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 9); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9  Tahun 2018 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 

(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 9 ); 

24. Peraturan Bupati Brebes Nomor 061 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita 

Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 41) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Brebes Nomor 075 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Bupati Brebes Nomor 061 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes; 

25. Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntansi  Pemerintah  Kabupaten  Brebes  (Berita   Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 42); 

26. Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Brebes Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Brebes 

Tahun 2017 Nomor 86); 



 

 
 

27. Peraturan Bupati Brebes Nomor 058 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah 

Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 58); 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG- 

JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2018. 

 
Pasal 1 

 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 terdiri atas : 
 
 

1. Pendapatan  

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp 346.907.972.510,31 

 b. Dana Perimbangan Rp1.753.057.931.104,00 

 c. Lain-lain Pendapatan yang 

Sah 

 

Rp 754.078.035.496,00 

   
Jumlah Pendapatan 

 
Rp2.854.043.939.110,31 

 
2. 

 
Belanja 

 

 a. Belanja Tidak Langsung  

 1) Belanja Pegawai Rp 1.012.025.233.561,00 

 2) Belanja Bunga Rp - 

 3) Belanja Subsidi Rp - 

 4) Belanja Hibah Rp 42.729.060.000,00 

 5) Belanja Bantuan Sosial Rp 19.791.200.000,00 

 6) Belanja Bagi Hasil Rp 10.339.493.766,00 

 
7) Belanja Bantuan Rp 533.428.181.625,00 

  
8) 

Keuangan 

Belanja Tak Terduga 

 
 Rp 912.897.532,00 

    
Rp1.619.226.066.484,00 



 

 
 

 
 

b. Belanja Langsung 

 1) Belanja Pegawai Rp 59.499.454.855,00 

 2) Belanja Barang & Jasa Rp619.480.026.296,00 

 3) Belanja Modal Rp527.158.454.521,00 

    
Rp1.206.137.935.672,00 

  Jumlah Belanja Rp2.825.364.002.156,00 

   
Surplus / (Defisit ) 

 
 Rp. 28.679.936.954,31 

 
3. 

 
Pembiayaan 

 

 a. Penerimaan Rp165.017.862.050,07 

 b. Pengeluaran  Rp 15.388.000.000,00 

   
Jumlah Pembiayaan 

Neto 

 

 
 Rp149.629.862.050,07 

  

Sisa lebih pembiayaan 

anggaran tahun 

berkenaan 

 
 

 
Rp 178.309.799.004,38 

 

Pasal 2 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana  dimaksud  dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 3 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana  dimaksud  dalam 

Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi 

anggaran. 



 

 
 

Pasal 4 

 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Brebes. 

 
 

Ditetapkan  di Brebes 

pada tanggal 24 Agustus 2018 
 

 
 
 
 

Diundangkan di Brebes 
Pada tanggal 24 Agustus 2018 

 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BREBES 

 
Cap ttd 

 
EMASTONI EZAM,SH.MH 

 
Pembina Utama Madya 

BUPATI  BREBES, 

Cap ttd 

IDZA PRIYANTI 

 

NIP.19590211 198703 1 005 
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